BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan atau pernikahan dalam literatur figh berbahasa Arab
disecbut dengan dua kata, yaitu nikdh (z\SS) dan zawdj (z's3).! Nikah
menurut bahasa mempunyai arti menghimpit, menindih, atau berkumpul.
Sedangkan nikah mempunyai arti kiasan yakni wata’ yang berarti setubuh
atau agd yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.” Perkawinan
merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya,
baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.’

Sebagaimana Firman Allah SWT Q.S. Yasin ayat 36
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Artinya: “Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik
dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa
yang tidak mereka ketahui.”®

Perkawinan ialah akad nikah antara calon suami istri untuk memenuhi

hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat dan yang dimaksud dengan

" Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

> Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2010), 287.

* Tihami dan Sobari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 6.

* Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
2005), 862.
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akad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya, dan kabul dari

pihak calon suami atau wakilnya.’

Menurut ahli usul, arti nikah terdapat 3 macam pendapat yakni:

1. Golongan Hanafi, arti hakiki nikah adalah setubuh dan menurut arti
majazi (metaphoric) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan
kelamin antara pria dan wanita.

2. Golongan Syafii, arti hakiki nikah adalah akad yang dengannya menjadi
halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti
majazi adalah setubuh.®

3. Golongan Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara
akad dan setubuh.’

Adapun perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.®

Sedangkan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mithagan ghalizan untuk

menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.’

> Mawardi Al. Hukum Perkawinan Dalam Islam. (Yogyakarta: BPFE, Cet 3, 1984), 1.

% Nasrul Umam Syafii dan Ulfi Ulfiyah, Ada apa dengan nikah beda agama, (Tangerang: Agro
Media Pustaka,2007), 24.

7 Abd. Shomad, Hukum islam penormaan...,259.
8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (Citra Media Wacana), 8.
? Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia 2008), 3.
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Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah.
2. Dasar Hukum Perkawinan
Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah dan
merupakan sunnah Rasulullah. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan hal ini
adalah:
1. Surat al-Nur ayat 32
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Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu,
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka

miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah
Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."®

2. Surat al-Rum ayat 21
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Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu Sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

' Departemen Agama RI..., 354.
" Ibid., 406.
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3. Surat al-Nahl ayat 72
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Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri
dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-
cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah
mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.”**
Selain ayat-ayat al-Qur’an juga terdapat hadis-hadis Nabi yang
menerangkan tentang anjuran untuk menikah dan juga tentang larangan

untuk membujang. Di antaranya adalah:

1. Hadis Nabi
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Artinya: Dari ‘Abdillah Ibn Yaryid berkata Rasullah SAW bersabda: “Hai
para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin,
maka kawinlah, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah

berpuasa karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat.”
(HR.Bukhori).

2. Hadis Nabi
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Ibid., 274.
"> Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhory, Sahih Bukhoriy , juz V (Beirut: Dar al-Fikr,
2000), 117.



22

SN R{ES 4 rall ub el PP

Artinya: Dari Aisyah berkata: Rasulullah bersabda, pernikahan merupakan
sunahku barang siapa yang tidak melaksanakan sunahku maka bukan dari
golonganku, menikahlah sesungguhnya aku bangga dengan jumlahmu yang
banyak, barang siapa yang sudah sanggup maka menikahlah dan bagi yang belum
dapat maka berpuasalah, sesungguhnya puasa dapat mengekang nafsu.”(HR.Ibnu
Majah).
Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat
tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan
perkawinan maupun yang berhubungan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. 13

Syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum'® atau sesuatu
yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah)
tetapi sesuatu itu tidak termasuk rangkaian pekerjaan itu.'” Sedangkan Rukun
ialah unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum'® atau sesuatu yang harus ada
yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu

termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu."” Rukun-rukun perkawinan itu ada lima

macam, yaitu: Shighat (ijab-kabul), calon istri, calon suami, wali (calon suami

' Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwainiy, Sunan Ibn Majah, (Beirut: Dar al-Fikr,
2004) , 152-153.

" Ibid., 19.
' Pedoman Pegawai. .., 35.
'7 Abd. Rahman Ghazaly, fikih munakahat, cet.1l (Jakarta: kencana, 2003), 45.

'8 pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Departemen Agama RI Proyek Peningktan Tenaga
Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji,
(Jakarta: 2003), (PPN), 35.

' Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, cet Il (Jakarta: kencana, 2003), 45.
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dan wali inilah yang disebut dengan dua pihak yang berakad) dan dua orang
saksi.?’
Menurut jumhur ulama’ rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing
rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:
1. Calon suami, syarat-syaratnya:
a. Beragama Islam.
b. Laki-laki.
c. Jelas orangnya.
d. Dapat memberikan persetujuan.
e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon istri, syarat-syaratnya:
a. Beragama Islam.
b. Perempuan.
c. Jelas orangnya.
d. Dapat dimintai persetujuannya.
e. Tidak terdapat halangan perkawinan.21
Di antara pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan yaitu
mempelai pria dan wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya
perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya. Adapun syarat-
syarat yang harus dipenuhi ialah:

1) Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna.

% Rosidin, Fikih Munakahat, (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), 35.

! Mardani, Hukum Perkawinan Islam, di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),
10.
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2) Berakal sehat.
3) Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua
belah pihak.
4) Wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah
satu macam wanita yang haram untuk dikawini.**
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
a. Laki-laki.
b. Dewasa.
c. Mempunyai hak perwalian.
d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.”
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
a. Minimal dua orang laki-laki.
b. Hadir dalam ijab kabul.
c. Dapat mengerti maksud akad.
d. Islam.
e. Dewasa.™
5. Ijab kabul, syarat-syaratnya :
a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai.
c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata

tersebut.

2 Soemiyati, Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan, (UU No. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan) (Yogyakarta: Liberty,2007), 31.

» Mardani, Hukum perkawinan islam. .., 10.

* Hammudah, Kefuarga Muslim (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), 79.
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d. Antara ijab dan kabul bersambungan.

e. Orang yang terkait ijab dan kabul tidak sedang ihram, haji atau umrah.

f. Majlis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon
mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang
saksi.”

Adapun syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974
meliputi syarat-syarat formil dan materiil. Syarat materiil yaitu syarat-syarat
yang mengenai diri pribadi calon mempelai yang terdapat dalam KHI Pasal 15
sampai 18.2° Adapun tentang syarat-syarat perkawinan yang lain diatur di dalam
Bab II UU No. 1 Tahun 1974, terutama pasal 6 dan 7.>” Sedangkan syarat formil
menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat
dilangsungkan perkawinan. Adapun syarat formil, di antaranya adalah sebagai
berikut:

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai

Pencatat Nikah.

2. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Nikah.
3. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya.

4. Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pecatat Nikah.®

> Mardani, Hukum Perkawinan Islam..., 10.
26 Kompilasi Hukum Islam ..., 5.
*UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

% Laila Umaroh, “Studi atas Isbat Nikah Akibat Perilaku PPN di Pengadilan Agama
Tulungagung” (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000), 3.
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C. Pencatatan Perkawinan

Di dalam hal pencatatan perkawinan, Hukum Islam tidak mengatur secara
jelas apakah perkawinan itu harus dicatat atau tidak. Akan tetapi pencatatan
perkawinan merupakan peristiwa yang penting dan juga mempunyai banyak
kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan itu baik di
dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat. Misalnya dengan
dimilikinya akta perkawinan sebagai bukti tertulis yang otentik, seorang suami
tidak mungkin mengingkari istrinya demikian juga sebaliknya seorang istri tidak

mungkin mengingkari suaminya.29
Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum,
yang dalam hal ini adalah pernikahan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran
Hukum Perdata Belanda (BW) atau Hukum Barat, tetapi diambil dari

ketentuan Allah SWT yang dicantumkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah [2]:

282:
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Artinya “ wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah
tidak secara tunai untuk waktu vyang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya......... (QS Al-Bagarah [2]:282)

Apabila diperhatikan ayat tersebut mengisyaratkan bahwa adanya bukti

otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya

2 1bid.
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dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada
kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun.” Tidak ada sumber-
sumber fikih yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan pernikahan dan

membuktikannya dengan akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat muamalah

tersebut.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban
perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui
perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan Kkesucian (mithagan
ghalizan) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah
tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah,
yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan
atau percekcokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab,
maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau
memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri
memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.®'

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan
perkawinan dan pencatatan perkawinan. Di antara Pasal yang dianggap penting

untuk dikemukakan, yaitu pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 ayat 1 yang menentukan

3 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013),
100.

3! Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 107.



28

pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah
sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954.%

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan pencatatan suatu
perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya
perkawinan. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974
yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.”

Di samping ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1, bahwa sahnya perkawinan
adalah ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing, maka
menurut Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 ini ditentukan juga bahwa tiap-tiap
perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Di dalam
penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 di atas mengatakan bahwa pencatatan tiap-tiap
perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting
dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan
dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga muat dalam daftar
pencatatan.’*

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum itu dapat
dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa
perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak

lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula

32 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum tertulis
di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar grafika, 2012), 217.

3 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Ul PRESS, 1986), 71.

34 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam..., 65.
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dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu sehingga sewaktu-waktu

dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang

otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu
perbuatan yang lain.*’
Mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan ini diatur lebih lanjut dalam

Bab II PP No. 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya diperoleh ketentuan sebagai

berikut:

1. Instansi yang melaksanakan perkawinan adalah:

a. Bagi mereka yang beragama Islam pencatatannya dilakukan oleh Pegawai
Pencatat Nikah dan Rujuk.

b. Bagi mereka yang tidak beragama Islam, pencatatannya dilakukan oleh
Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil atau
Instansi/Pejabat yang membantunya.

2. Tata cara pencatatan perkawinan harus dilakukan berdasarkan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun
1975.%

Yang dimaksud dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pegawai

Pencatat Perkawinan dan perceraian pada KUA Kecamatan bagi umat Islam dan

Catatan Sipil bagi nonmuslim.’’ Mengenai hal tentang pencatatan perkawinan,

akan dijelaskan dalam ketentuan UU berikut ini:

* Ibid.
% Ibid.
37 Abdul Manan, Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 14.
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1. Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya
itu.*® Pada penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa: “dengan perumusan
Pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945”. “yang
dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya itu dan kepercayaannya
itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan
agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak
ditentukan lain dalam UU ini.”>’

2. Pasal 4 KHI: “perkawinan adalah sah, apabila menurut hukum Islam sesuai
dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila suatu perkawinan telah
dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam
maka perkawinan itu adalah sah karena telah memenuhi ketentuan hukum
materiil perkawinan. Namun demikian, perkawinan tersebut belum memenuhi
ketentuan hukum formil perkawinan belum dicatat pada Pegawai Pencatat
yang berwenang/belum memiliki akta nikah. Oleh sebab itu, meskipun secara
materiil perkawinan itu sah tetapi secara formil belum sah, sehingga
selamanya dianggap tidak pernah ada perkawinan kecuali jika dapat
dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Sehubungan dengan pencatatan perkawinan di atas, dalam UU diatur pada:

% Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya, (Jakarta:
Sinar Grafika, 1996), 18.

39 Penjelasan dari UU No 1 Tahun 1974.
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Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pada penjelasan umum angka 4 huruf b, dinyatakan bahwa tiap-tiap
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. “pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan
pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya
kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta

resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”

. UU No. 22 tahun 1946 pasal 2

Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat 3 pasal 1 membuat
catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan
tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya, catatan yang
dimaksudkan ke dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja
diadakan untuk hal itu dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh menteri

agama.

3. KHI pasal 2, pasal 5 ayat 1 dan 2, pasal 7 ayat 1.

4. PP No. 9 Tahun 1975

a. Pasal 2 ayat 1 pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah
sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang

pencatatan nikah, talak dan rujuk.

b. Pasal 11 ayat 2 kepada suami istri masing-masing diberikan kutipan akta

perkawinan.
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5. PMA No. 11 Tahun 2007 pasal 26 sampai pasal 27.

Pelaksanaan Perkawinan
Pelaksanaan perkawinan adalah semua kegiatan-kegiatan yang harus
dilaksanakan oleh para pihak sebelum sampai dengan saat dilakukannya
perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan.*’
1. Menurut UU No. 1 tahun 1974
Tentang pelaksanaan perkawinan, telah diatur dalam peraturan
perundaang-undangan sendiri, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 12
UU No. 1 Tahun 1974. Adapun Peraturan Perundang-undangan sendiri
tersebut terdapat di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU
No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Adapun tata cara perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 10 sampai
dengan Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman
kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud
dalam pasal 8 peraturan pemerintah ini.
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing
hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan
dihadapan pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11

1. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai

% Masjkur Anhari, Usaha-Usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan,
(Surabaya: Diantama, 2007), 25.
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menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai
Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu,
selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat
yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan
menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang
mewakilinya.

Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah
tercatat secara resmi.*'

2. Menurut KHI, terdapat dalam Pasal 6 yaitu:
Pasal 6

a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus
dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat
Nikah.

b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Menurut PMA 11 tahun 2007

Pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA
dan ayat 2 menyatakan bahwa atas permintaan calon pengantin dan atas
persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.

Mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan ini sesuai dengan
ketentuan pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan diatur
lebih lanjut dengan perundang-undangan tersendiri.** Secara umum tatacara
pelaksanaan perkawinan sekarang sudah diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975
dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12.

Khusus bagi mereka yang beragama Islam, sesuai dengan penjelasan

Pasal 12, maka mereka dalam melaksanakan perkawinan tetap mengikuti

ketentuan yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun

*' PP No. 9 Tahun 1975
2 Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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1954. Adapun ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan perkawinan yang

diatur dalam UU No. 32 Tahun 1954 pada dasarnya adalah sebagai berikut:

a. Mereka yang hendak melakukan perkawinan harus membawa surat
keterangan dari kepala Kampung atau Kepala Desa masing-masing.

b. Orang yang melakukan perkawinan harus lebih dulu menyampaikan
kehendak mereka itu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum akad
nikah dilangsungkan. Pemberitahuan itu disampaikan kepada Pegawai
Pencatat Nikah di wilayah tempat akan dilangsungkan perkawinan.

c. Pemberitahuan itu dapat dilakukan dengan lisan oleh calon suami dan
calon istri atau oleh wakil mereka yang sah.

d. (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat pengumuman tentang
pemberitahuan kehendak untuk melaksanakan perkawinan tersebut
dengan cara menempelkannya.

(2) penempelan pengumuman harus pada tempat-tempat yang mudah
dibaca orang.

(3) lama berlakunya penempelan pengumuman kehendak nikah tidak
boleh kurang dari 10 hari. Artinya sebelum lewat 10 hari tidak boleh
dilepas atau dirobek.

e. Pegawai Pencatat Nikah yang menerima pemberitahuan kehendak nikah,
harus memeriksa calon suami istri dan wali yang bersangkutan tentang

kemungkinan adanya larangan atau halangan nikah dilangsungkan.
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f. Pegawai Pencatat Nikah tidak boleh melangsungkan akad nikah sebelum
hari ke sepuluh terhitung dari tanggal pemberitahuan diterimanya dan
hari waktu pemberitahuan tidak diperhitungkan.

g. Akad nikah dilakukan di muka Pegawai Pencatat Nikah dan calon suami
serta wali harus hadir sendiri pada saat akad nikah dilaksanakan.

h. (1) Akad nikah dilakukan dengan ijab kabul di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah.

(2) Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti tentang pembayaran mahar.
(3) Pegawai Pencatat Nikah harus mencatat perkawinan itu dalam buku
daftar nikah.*’

Tata cara proses pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan
kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman nikah, akad nikah dan
penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah.**

1. Pemberitahuan kehendak nikah

PPN dan pembantu PPN ataupun Badan Penasehat Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan penasihatan dan
bimbingan hendaknya mendorong kepada masyarakat dalam
merencanakan perkawinan agar melakukan persiapan pendahuluan

sebagai berikut:

# Soemiyati, Hukum perkawinan islam. .., 74.

4 Mardani, Hukum perkawinan islam..., 19.



36

. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang
apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka
menyetujui/merestuinya.
. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan,
baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya
penolakan atau pembatalan perkawinan.
. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah
tangga, hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.
. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan,
calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepala calon
mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid.
. Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang
yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada
PPN/Pembantu PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya
akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah
dilangsungkan.
. Pemeriksaan nikah

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah
sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada
halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan

dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-
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sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai

diperiksa secara benar.

. Pengumuman kehendak nikah

PPN/Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah (dengan
model NC) pada papan pengumuman setelah persyaratan dipenuhi.

Pengumuman dilakukan:

a. Oleh PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan
dilangsungkan dan di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-
masing calon mempelai.

b. Oleh Pembantu PPN di luar jawa di tempat-tempat yang mudah
diketahui umum.

. Akad nikah dan pencatatan.

a. Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/dihadapan PPN
setelah akad nikah dilangsungkan, nikah itu dicatat dalam Akta
Nikah rangkap dua (model N).

b. Kalau nikah dilangsungkan di luar Balai Nikah, nikah itu dicatat
pada halaman 4 model NB dan ditandatangani oleh suami, istri, wali
nikah dan saksi-saksi serta PPN yang mengawasinya. Kemudian
segera dicatat dalam Akta Nikah (model N), dan ditandatangani
hanya oleh PPN atau Wakil PPN.

c. Akta Nikah dibaca, kalau perlu diterjemahkan ke dalam Bahasa

yang dimengerti oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi kemudian
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ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN
atau Wakil PPN.

. PPN membuatkan Kutipan Akta Nikah (Model Na) rangkap dua,
dengan kode dan nomor yang sama. Nomor tersebut menunjukkan
nomor unit dalam tahun, nomor unit dalam bulan, angka romawi
bulan dan angka tahun.

. Kutipan Akta Nikah diberikan kepada suami dan istri.

. Nomor di tengah pada model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) diberi
nomor yang sama dengan nomor Akta Nikah.

. Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah harus ditandatangani oleh
PPN, dalam hal Wakil PPN yang melakukan pemeriksaan dan
menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah, Wakil PPN hanya
menandatangani daftar pemeriksaan nikah, pada kolom 5 dan 6
menandatangani Akta Nikah pada kolom 6.

. PPN berkewajiban mengirimkan Akta Nikah kepada Pengadilan
Agama yang mewilayahinnya, apabila folio terakhir pada buku Akta

Nikah selesai dikerjakan.

i. Jika mempelai seorang janda/duda karena cerai talak atau cerai

gugat, PPN memberitahukan kepada Pengadilan Agama yang
mengeluarkan Akta Cerai bahwa duda/janda tersebut telah menikah
dengan menggunakan formulir model ND rangkap 2. Setelah
pemberitahuan nikah tersebut diterima. Pengadilan Agama

mengirim kembali lembar 11 kepada PPN setelah membubuhkan



39

stempel ~dan tandatangan penerima. Selanjutnya PPN
menyimpannya bersama berkas Daftar Pemeriksaan Nikah (model

NB).*

E. Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
1. Pengertian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 pada pasal 1 ayat (4)
tentang pencatatan nikah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan P3N
adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor
Departemen Agama kabupaten atau kota untuk membantu tugas PPN di desa
tertentu.

P3N yang berkedudukan di setiap desa atau pegawai pencatat nikah
yang berkedudukan di setiap kecamatan yang di bawah setruktur KUA.*’ Pada
surat dan intruksi Dirjen Bimas Islam No. DIJ.II/113 Tahun 2009 tentang
penggunaan dana penerimaan Negara bukan pajak nikah dan rujuk termasuk
penataan pembantu pegawai pencatat nikah, dijelaskan bahwa tidak boleh
memperpanjang masa kerja P3N dan mengangkat P3N yang Baru, kecuali

untuk daerah-daerah yang sangat memerlukan seperti daerah pedalaman,

“Ibid., 21.
* Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah Pasal 1 Ayat (4).

7 Muhammad Zaid dan Mukhtar Alshodiq, Membangun Keluarga Humanis (Counter Legal Draft
Kompilasi Hukum islam yang Kontroversial), Jakarta: Graha Cipta, 2005, Cet 1, Hal. 38.
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perbatasan daerah dan kepulauan dengan persetujuan tertulis dari Dirjen
Bimas Islam.*

Surat Inspektur Jendral Kementerian Agama RI: 1J/INV/STL/R/PS.
01.5/0078/2003 tentang penataan dan batasan kewenangan P3N menegaskan
bahwa P3N yang melanggar atau mengabaikan tugas pokok dan fungsinya
termasuk melibatkan diri dalam politik praktis dapat dikenakan sanksi
pemberhentian.

1. Syarat Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai P3N adalah

sebagai berikut:*

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. Beragama islam;

c. Membatu dan mengamalkan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari;

d. Setia pada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintahan Republik
Indonsia, serta tidak terlibat dalam gerakan yang tidak menentang
agama Islam,;

e. Berakhlak Mulia;

f. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

g. Berusai antara 25-26 tahun,;

* Surat dan Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/113 Tahun 2009 Penggunaan Dana peneriman
Negara Bukan Pajak Nikah atau Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

* Surat Edaran Nomor : D/Kep. 002/02/1990 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama
Negara RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
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h. Lulusan pedidikan sekurang-kurangnya madrasah ibtidaiyah;

i. Lulus testing yang diadakan khusus untuk itu oleh departemen agama
kabupaten/ kotamadya. Materi testing untuk diangkat menjadi
Pembantu pegawai pencatat nikah, sebagai berikut :°
1. UUD 1945.

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan
peraturan-peraturan pelaksanaannya.

3. Figih Munakahat dan Fiqih Ibadah.

4. Tulis Baca Al quran.

5. Praktik Khutbah Nikah dan Doa Upacara nikah serta memberikan

nasihat perkawinan.

2. Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Tugas pembantu pegawai pencatat nikah’' sebagaimana dijelaskan
dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu
Pegawai Pencatat Nikah adalah :>*

a. Pembantu pegawai pencatat nikah di luar Jawa, atas nama pegawai
pencatat nikah mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang

dilakukan menurut Agama Islam di wilayahnya.

%% Surat Edaran Nomor : D/Kep. 002/02/1990 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama
Negara RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

°! Sedangkan tugas tambahan P3N di Kecamatan Candi adalah membantu pegawai pencatat
nikah di KUA Kecamatan Candi seperit tugas amil dan modin. Berdasarkan wawancara dengan
bapak sebagai Kepala KUA Kecamatan Candi, pada hari , tanggal

>2 Peraturan Menteri Agama Negara RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat
Nikah.
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b. Pembantu pegawai pencatat nikah di jawa membantu mengantarkan
anggota masyarakat yang hendak menikah di Kantor Urusan Agama yang
mewilayahi dan mendampinginya dalam pemeriksaan nikah dan rujuk.

Tugas P3N membantu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk
menyaksikan pernikahan tersebut, serta mengantarkan berkas untuk
pernikahan tersbut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatatkan
oleh petugas KUA tersbut, sedangkan P3N hanya mencatat dan
mengembalikan Berkas kepada Kantor Urusan Agama. Tugas P3N tidak
hanya membantu PPN menikahkan saja akan tetapi setiap kali ada yang
berhubungan dengan kegiatan agama yang berada di daerah tersbut contohnya

memandikan jenazah.”

> Kementrian Agama Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam Direktorat Urusan
masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah Kementrian Agama, 2010. Hal 12.



